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Abstack; This study discusses the legal protection for contract workers in Indonesia, which has 

become increasingly important as the use of contract work systems grows. Although various 

regulations have been implemented, such as Law No. 13 of 2003 on Manpower and 

Government Regulation No. 35 of 2021, practice in the field shows gaps in the application of 

contract workers' rights. This study uses a descriptive qualitative method by gathering data 

from various literature studies. The results indicate that contract workers often do not receive 

their full rights, including fair wages, social benefits, and health insurance, due to weak 

oversight, a lack of understanding among workers about their rights, and non-compliance by 

companies with applicable regulations. This article identifies several key challenges, such as 

discrepancies in the interpretation of regulations between central and regional authorities, as 

well as companies' practices that violate legal provisions. Therefore, there is a need for 

enhanced supervision, increased worker awareness, and stricter law enforcement to ensure 

more effective protection for contract workers. The findings are expected to contribute to the 

development of labor policies in Indonesia that are more supportive of the welfare of contract 

workers. 

Keyword: Analysis, Legal Protection, Workers, Employment Contract System, Employment 

Contract 

 

Abstrak; Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di Indonesia, 

yang semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem kontrak kerja. 

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021, praktik di lapangan menunjukkan adanya 

kesenjangan dalam penerapan hak-hak pekerja kontrak. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan dari berbagai studi literatur. Hasilnya menunjukan 

bahwa Pekerja kontrak sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, termasuk 

upah yang layak, tunjangan sosial, dan jaminan kesehatan, akibat dari pengawasan yang lemah, 

kurangnya pemahaman pekerja tentang hak-hak mereka, serta ketidakpatuhan perusahaan 

terhadap regulasi yang berlaku. Artikel ini mengidentifikasi beberapa kendala utama, seperti 

perbedaan penafsiran antara regulasi pusat dan daerah, serta praktik perusahaan yang 

melanggar ketentuan hukum. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pemahaman 

pekerja, dan penegakan hukum yang lebih ketat agar perlindungan bagi pekerja kontrak dapat 
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terlaksana dengan lebih efektif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, yang lebih berpihak pada 

kesejahteraan pekerja kontrak. 

Kata Kunci: Analisis, Perlindungan Hukum, Pekerja, Sistem Kontrak Kerja, Kontrak Kerja 

 

1. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan industri di Indonesia, penggunaan pekerja kontrak semakin 

meluas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja kontrak di Indonesia 

pada tahun 2020 mencapai sekitar 30% dari total angkatan kerja, dengan angka ini diperkirakan 

terus meningkat seiring dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh sistem kontrak kerja. 

Meskipun demikian, para pekerja kontrak sering kali tidak memperoleh perlindungan yang 

setara dengan pekerja tetap, baik dalam hal hak atas upah yang layak maupun fasilitas 

kesehatan dan jaminan sosial. Fenomena ini menambah kekhawatiran mengenai ketimpangan 

kesejahteraan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak yang semakin meluas di berbagai sektor 

(BPS, 2020). 

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan perlindungan 

hukum bagi pekerja kontrak melalui berbagai regulasi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang jelas 

terkait hak-hak pekerja kontrak, seperti hak atas upah yang layak, jaminan sosial, dan hak-hak 

lainnya. Namun, data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan 

bahwa penerapan regulasi tersebut masih menemui kendala di lapangan, dengan banyaknya 

laporan m lengenai pelanggaran hak-hak pekerja kontrak, seperti upah yang tidak sesuai 

ketentuan, kekurangan jam linan kesehatan, dan pem lutusan hubungan kerja yang tidak adil. Hal 

ini mlenunjukkan bahwa m leskipun regulasi sudah ada, penerapan yang tidak konsisten m lasih 

mlenjadi mlasalah besar bagi kesejahteraan pekerja kontrak (Kom lnas HAML, 2021). 

Selain itu, hasil penelitian oleh International Labour Organization (ILO) pada 2022 

mlenunjukkan bahwa pekerja kontrak di Indonesia sering kali terjebak dalam l situasi yang tidak 

pasti terkait dengan status pekerjaan m lereka. ILO m lenemlukan bahwa ham lpir 40% pekerja 

kontrak di Indonesia bekerja tanpa kepastian m lengenai kelanjutan hubungan kerja m lereka 

setelah kontrak berakhir, dan lebih dari 50% dari m lereka tidak m lenerimla tunjangan jam linan 

sosial yang seharusnya diberikan berdasarkan hukum l yang berlaku. Hal ini m lemlbuktikan 

bahwa mleskipun secara hukum l pekerja kontrak berhak m lendapatkan perlindungan yang sam la, 

dalaml praktiknya banyak pekerja yang tidak m lemlperoleh m lanfaat tersebut karena pengawasan 

yang lem lah dan rendahnya kesadaran m lengenai hak-hak ketenagakerjaan (ILO, 2022). 

Fenomlena m leningkatnya penggunaan sistem l kontrak kerja di Indonesia dalam l beberapa 

tahun terakhir telah m lenjadi perhatian penting di dunia ketenagakerjaan. Banyak perusahaan 

mlemlilih mlenggunakan pekerja kontrak untuk m lengurangi biaya tetap dan m lemlberikan 

fleksibilitas dalam l mlanajem len sumlber daya m lanusia. Hal ini berdam lpak pada m leningkatnya 

jum llah pekerja kontrak di berbagai sektor industri, dari sektor m lanufaktur hingga jasa. Sisteml 

kontrak kerja m lemlungkinkan perusahaan untuk m lemlperbarui hubungan kerja dengan pekerja 

berdasarkan periode tertentu, tetapi sering kali m lenimlbulkan pertanyaan m lengenai 

perlindungan hukum l bagi pekerja kontrak yang sering kali tidak m lendapatkan hak-hak yang 

setara dengan pekerja tetap. Fenom lena ini mlemlbutuhkan perhatian lebih dalam l kaitannya 

dengan kesejahteraan pekerja dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku 

(Yusuf, 2020). 

Urgensi perlindungan hukum l bagi pekerja kontrak sangat penting, m lengingat banyaknya 

potensi pelanggaran hak-hak m lereka yang berkaitan dengan upah, tunjangan, dan jam linan 

sosial. MLeskipun undang-undang telah m lengatur hak-hak dasar pekerja, praktik di lapangan 

sering kali m lenunjukkan ketidakpatuhan pem lberi kerja terhadap peraturan yang ada. Pekerja 

kontrak, m leskipun m lemliliki hak yang sam la dengan pekerja tetap dalam l banyak aspek, sering 
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kali tidak m lendapatkan m lanfaat penuh dari hak-hak tersebut, baik karena kurangnya 

pengawasan, pem lahamlan pekerja yang terbatas tentang hak-hak m lereka, m laupun pengabaian 

oleh perusahaan yang tidak m lemlatuhi ketentuan yang berlaku. Dalam l hal ini, perlindungan 

hukuml bagi pekerja kontrak harus ditingkatkan untuk m lemlastikan bahwa m lereka dapat bekerja 

dalaml kondisi yang lebih adil dan sejahtera (Pratam la, 2021). 

Damlpak dari sistem l kontrak terhadap kesejahteraan pekerja sangat besar, terutam la terkait 

dengan jamlinan sosial dan status ketenagakerjaan yang tidak pasti. Pekerja kontrak sering kali 

mlenghadapi ketidakpastian m lengenai kelanjutan hubungan kerja m lereka setelah kontrak 

berakhir, yang m lemlengaruhi kestabilan finansial dan jam linan sosial mlereka. Beberapa pekerja 

kontrak tidak m lendapatkan perlindungan jam linan kesehatan, pesangon, atau tunjangan lainnya 

yang seharusnya m lereka terim la. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk m lenggali lebih 

dalaml mlengenai perlindungan hukuml yang tersedia bagi pekerja kontrak serta tantangan yang 

dihadapi dalaml pelaksanaannya di lapangan (Dewi, 2021). 

Tantangan lain yang dihadapi dalam l konteks perlindungan hukum l pekerja kontrak adalah 

disparitas im lplemlentasi peraturan di berbagai daerah. Perbedaan interpretasi dan penerapan 

regulasi ketenagakerjaan antardaerah seringkali m lenciptakan ketidakpastian hukum l bagi 

pekerja kontrak, terutam la bagi m lereka yang bekerja di perusahaan dengan cabang di berbagai 

wilayah. Hal ini sem lakin dipersulit dengan adanya otonom li daerah yang m lemlungkinkan 

pemlerintah daerah mlem lbuat regulasi yang berbeda-beda. 

Berdasarkan kom lpleksitas perm lasalahan tersebut, mlenjadi penting untuk m lelakukan 

kajian kom lprehensif m lengenai perlindungan hukum l terhadap pekerja dalam l sisteml kontrak 

kerja di Indonesia. Kajian ini tidak hanya relevan untuk pengem lbangan ilm lu hukuml 

ketenagakerjaan, tetapi juga m lemliliki nilai praktis dalam l upaya m leningkatkan kesejahteraan 

pekerja dan m lenciptakan ikliml ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan di Indonesia. 

 

2. MLETODE PENELITIAN 

MLetode penelitian yang digunakan dalam l kajian ini adalah m letode literature review atau 

tinjauan pustaka. Literature review m lerupakan sebuah m letode penelitian yang sistem latis, 

eksplisit, dan reprodusibel untuk m lengidentifikasi, m lengevaluasi, dan m lensintesis karya-karya 

yang telah ada dari para peneliti, akadem lisi, dan praktisi. Dalam l konteks penelitian hukum l, 

literature review m lemlungkinkan peneliti untuk m lenganalisis berbagai sum lber literatur seperti 

peraturan perundang-undangan, jurnal ilm liah, buku teks hukum l, putusan pengadilan, dan 

dokumlen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. 

Pendekatan literature review dalam l penelitian ini dilakukan m lelalui beberapa tahapan 

sistemlatis. Tahap pertam la adalah m lengidentifikasi dan m lerumluskan pertanyaan penelitian 

yang spesifik terkait perlindungan hukum l pekerja kontrak. Tahap kedua m leliputi pencarian dan 

pengumlpulan literatur yang relevan dengan m lenggunakan kata kunci spesifik pada database 

jurnal elektronik, perpustakaan digital, dan sum lber referensi hukum l lainnya. Tahap ketiga 

adalah m lelakukan evaluasi kritis terhadap kualitas dan relevansi literatur yang terkum lpul, 

termlasuk mlemlpertimlbangkan kredibilitas sum lber, mletodologi yang digunakan, dan 

kontribusinya terhadap pem lahamlan topik penelitian. 

 

3. KAJIAN TEOORI 

Pekerja kontrak 

Konsep perlindungan hukum l terhadap pekerja kontrak telah m lenjadi fokus kajian berbagai 

sarjana hukuml. MLenurut Philipus ML. Hadjon (2019), perlindungan hukum l adalah perlindungan 

akan harkat dan m lartabat serta pengakuan terhadap hak asasi m lanusia yang dim liliki oleh subjek 

hukuml dalaml negara hukum l berdasarkan ketentuan hukum l dari kesewenangan. Dalam l konteks 

ketenagakerjaan, Agusm lidah (2021) m lenekankan bahwa perlindungan hukum l bagi pekerja 

harus mlencakup aspek ekonom lis, sosial, dan teknis.  
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Sisteml kerja kontrak, sebagaim lana dijelaskan oleh Aloysius Uwiyono (2020), m lerupakan 

bentuk hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya 

pekerjaan tertentu. Zaeni Asyhadie (2021) lebih lanjut m lenguraikan bahwa sistem l kontrak 

kerja harus m lemlenuhi beberapa persyaratan m laterial dan form lal untuk dapat dianggap sah 

secara hukum l, term lasuk adanya kesepakatan kedua belah pihak dan objek perjanjian yang 

jelas. Dalaml perspektif hak asasi m lanusia, Adrian Sutedi (2022) m lenegaskan bahwa 

perlindungan pekerja kontrak m lerupakan m lanifestasi dari hak fundam lental yang dijam lin oleh 

konstitusi. Hal ini diperkuat oleh pandangan Asri Wijayanti (2021) yang m lenyatakan bahwa 

negara m lemliliki kewajiban untuk m lemlastikan terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, terlepas 

dari status hubungan kerjanya. 

Aspek pengawasan ketenagakerjaan, m lenurut Abdul Khakim l (2023), m lemlegang peranan 

krusial dalaml imlplemlentasi perlindungan hukum l pekerja kontrak. Sejalan dengan ini, Lalu 

Husni (2022) m lengidentifikasi beberapa tantangan dalam l pengawasan ketenagakerjaan, 

termlasuk keterbatasan sum lber daya dan kom lpleksitas hubungan industrial m lodern. Terkait 

dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, R. Joni Bam lbang (2021) 

mlengemlukakan pentingnya m lekanism le penyelesaian yang efektif dan berkeadilan. Im laml 

Soepom lo (2020) lebih lanjut mlenguraikan bahwa penyelesaian perselisihan harus 

mlengakomlodasi kepentingan kedua belah pihak dengan tetap m lemlperhatikan aspek 

perlindungan bagi pihak yang lebih lem lah.  

Dalaml konteks reform lasi hukuml ketenagakerjaan, Ujang Charda (2023) m lenekankan 

perlunya pem lbaruan regulasi yang adaptif terhadap perkem lbangan zam lan. Sem lentara itu, 

Payam lan J. Simlanjuntak (2021) berpendapat bahwa reform lasi hukum l ketenagakerjaan harus 

mlemlpertimlbangkan keseim lbangan antara fleksibilitas pasar kerja dan perlindungan pekerja. 

Dimlensi internasional perlindungan pekerja kontrak dibahas oleh Im lan Sjahputra (2022), yang 

mlenganalisis standar-standar internasional dalam l konteks ketenagakerjaan. Sedangkan Surya 

Tjandra (2021) mlenyoroti pentingnya harm lonisasi hukuml nasional dengan konvensi-konvensi 

internasional yang telah diratifikasi Indonesia. 

Aspek kesejahteraan pekerja kontrak m lendapat perhatian khusus dari Hardijan Rusli 

(2023), yang m lenekankan pentingnya jam linan sosial dan kesejahteraan dalam l sisteml kontrak 

kerja. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ridwan Khairandy (2022) yang m lenunjukkan korelasi 

positif antara perlindungan hukum l yang m lemladai dengan produktivitas pekerja. 

Hukuml yang mlengatur tentang pekerja kontrak 
Sisteml kontrak kerja di Indonesia diatur dalam l berbagai peraturan perundang-undangan 

yang m lenjadi landasan hukum l pelaksanaannya. Dasar hukum l utamla yang m lengatur mlengenai 

kontrak kerja adalah Undang-Undang Nomlor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

khususnya dalam l Pasal 56 samlpai dengan Pasal 59 yang m lengatur tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) atau yang lebih dikenal dengan istilah kontrak kerja. Dalam l Pasal 56 

ayat (1) disebutkan bahwa "Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak 

tertentu." Selanjutnya, Pasal 59 ayat (1) m lemlberikan batasan jenis pekerjaan yang dapat 

dilakukan dengan PKWT yaitu: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat 

untuk pekerjaan tertentu yang m lenurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai 

dalaml waktu tertentu."  

Peraturan pelaksana yang lebih rinci m lengenai kontrak kerja diatur dalam l Peraturan 

Pem lerintah Nomlor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pem lutusan Hubungan Kerja. Dalam l PP ini, diatur lebih detail 

mlengenai jangka waktu kontrak kerja, di m lana Pasal 8 ayat (1) m lenyebutkan "PKWT 

berdasarkan jangka waktu sebagaim lana dim laksud dalaml Pasal 5 ayat (1) dapat diadakan untuk 

paling lamla 5 (lim la) tahun." Selain itu, Keputusan M Lenteri Tenaga Kerja dan Transm ligrasi 

Nomlor 100/MLEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
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juga m lenjadi acuan penting dalam l pelaksanaan sistem l kontrak kerja, dimlana dalam l Pasal 3 

disebutkan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis dan m lenggunakan bahasa Indonesia. 

Peraturan-peraturan ini kem ludian diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nom lor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang m lemlberikan beberapa perubahan dalam l pengaturan 

kontrak kerja, term lasuk dalam l hal perpanjangan dan pem lbaruan PKWT. Dalam l konteks ini, 

Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja m lengubah ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dengan 

mlenghapus batasan waktu m laksimlal PKWT dan m lenyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada 

Peraturan Pem lerintah. Kerangka hukum l ini secara kom lprehensif m lengatur berbagai aspek 

dalaml sisteml kontrak kerja di Indonesia, m lulai dari syarat-syarat pem lbuatan kontrak, jenis 

pekerjaan yang dapat dikontrakkan, hingga batas waktu kontrak kerja. 

Hak-Hak Normlatife Pekerja Kontrak 

Pekerja kontrak, m leskipun bekerja berdasarkan perjanjian waktu tertentu, tetap m lemliliki 

hak-hak yang diatur dalam l hukuml ketenagakerjaan Indonesia. Salah satu hak dasar yang 

dijam lin oleh UU Ketenagakerjaan adalah hak atas upah yang layak. Upah yang diterim la oleh 

pekerja kontrak harus m lemlenuhi ketentuan upah m linimluml regional (UMLR) atau upah 

mlinimluml provinsi (UMLP) yang ditetapkan oleh pem lerintah. Selain itu, pekerja kontrak juga 

berhak m lendapatkan pem lbayaran atas lemlbur, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang m lenjadi 

kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak atas upah yang layak ini 

mlencermlinkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pekerja, sehingga m lereka dapat 

mlemlenuhi kebutuhan hidup yang layak (Husni, 2021). 

Selain hak upah, pekerja kontrak juga berhak atas hak cuti dan istirahat yang sesuai dengan 

ketentuan dalaml UU Ketenagakerjaan. M Lisalnya, pekerja kontrak berhak atas cuti tahunan, cuti 

sakit, dan cuti m lelahirkan bagi pekerja wanita. Pem lberi kerja wajib m lem lberi kesem lpatan 

kepada pekerja untuk m lemlanfaatkan hak cuti ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Namlun, dalaml praktiknya, seringkali hak cuti ini diabaikan atau tidak diberikan dengan alasan 

status pekerja yang bersifat kontrak, padahal hak tersebut tetap berlaku bagi pekerja kontrak 

yang bekerja lebih dari satu tahun. Hal ini m lenunjukkan adanya ketidakpatuhan dari beberapa 

pemlberi kerja dalaml mlem lenuhi kewajiban m lereka terhadap pekerja kontrak (Nugroho, 2020). 

Lebih jauh, pekerja kontrak juga m lemliliki hak untuk m lendapatkan perlindungan terhadap 

pemlutusan hubungan kerja (PHK). Jika kontrak kerja berakhir, perusahaan wajib m lemlberikan 

komlpensasi yang sesuai, seperti uang pesangon, uang penghargaan m lasa kerja, dan 

penggantian hak lainnya yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan. Ini m lerupakan hak pekerja 

kontrak yang tidak dapat diabaikan m leskipun status m lereka berbeda dengan pekerja tetap. 

Komlpensasi tersebut bertujuan untuk m lemlastikan bahwa pekerja yang m lengalam li PHK tetap 

mlemlperoleh perlindungan ekonom li dan tidak dibiarkan tanpa penghasilan setelah hubungan 

kerja berakhir (Saragih, 2022). 

Selain itu, hak-hak norm latif pekerja kontrak juga m lencakup hak atas perlindungan 

kesehatan dan keselam latan kerja. Pekerja kontrak berhak m lendapatkan perlindungan terhadap 

risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang m lana perusahaan diwajibkan untuk 

mlemlberikan jamlinan kesehatan m lelalui program l BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 

Pekerja kontrak yang terdaftar dalam l program l ini berhak m lendapatkan akses terhadap layanan 

kesehatan yang dijam lin oleh negara serta jam linan kecelakaan kerja yang dapat m lemlbantu 

mlereka jika terjadi insiden di tem lpat kerja (Kurniawan, 2021). 

Di sisi lain, walaupun pekerja kontrak berhak atas berbagai hak norm latif ini, dalam l banyak 

kasus, pekerja kontrak sering kali tidak m lendapatkan perlindungan yang m lemladai. Banyak 

pekerja kontrak yang tidak m lendapatkan tunjangan atau upah yang setara dengan pekerja tetap, 

atau hak m lereka dipersulit oleh prosedur adm linistrasi yang rum lit. Dalaml hal ini, pengawasan 

ketenagakerjaan yang efektif sangat diperlukan untuk m lemlastikan perusahaan m lemlenuhi 

kewajiban hukum lnya terhadap pekerja kontrak. Tanpa pengawasan yang m lemladai, pekerja 

kontrak rentan mlengalam li penyalahgunaan atau pelanggaran hak-haknya (Pratam la, 2020). 
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Dengan dem likian, hak-hak normlatif pekerja kontrak tidak hanya m lencakup pengupahan 

yang layak, nam lun juga hak atas cuti, jam linan sosial, dan perlindungan kesehatan. Sem lua hak 

ini penting untuk m lemlastikan kesejahteraan pekerja kontrak dan m lencegah eksploitasi oleh 

pemlberi kerja yang hanya berfokus pada kepentingan ekonom li semlata (Fitria, 2022). 

Jamlinan Sosial dan Kesehatan 

Jamlinan sosial dan kesehatan m lerupakan aspek penting dalam l perlindungan hukum l bagi 

pekerja kontrak di Indonesia. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja kontrak berhak untuk m lendapatkan perlindungan sosial 

dan akses layanan kesehatan yang dijam lin oleh negara. Program l BPJS Kesehatan m lemlberikan 

akses layanan kesehatan yang m leliputi rawat jalan, rawat inap, serta pengobatan lainnya yang 

dibutuhkan pekerja dan keluarga m lereka. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga m lenjamlin 

perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jam linan pensiun, serta jam linan kem latian, yang sangat 

penting untuk m lemlastikan kesejahteraan pekerja kontrak di m lasa depan. MLeskipun dem likian, 

dalaml praktiknya, tidak sem lua pekerja kontrak terdaftar dalam l kedua program l ini, terutamla di 

perusahaan-perusahaan yang tidak m lemlatuhi regulasi ketenagakerjaan secara penuh, yang 

berisiko m lengabaikan hak-hak pekerja terkait jam linan sosial (Sari, 2021).  

Lebih lanjut, kewajiban pem lberi kerja untuk m lendaftarkan pekerja kontrak dalam l programl 

jamlinan sosial ini diatur dengan tegas dalam l PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu. Berdasarkan peraturan ini, pem lberi kerja harus m lemlastikan bahwa pekerja 

kontrak terdaftar dalam l kedua program l jamlinan sosial yang berlaku, baik BPJS 

Ketenagakerjaan m laupun BPJS Kesehatan. Sayangnya, pengawasan terhadap im lplemlentasi 

programl ini m lasih mlenjadi m lasalah, karena banyak pekerja kontrak yang tidak m lemlperoleh 

jamlinan kesehatan atau sosial yang m lemladai, sehingga m lereka rentan terhadap m lasalah 

kesehatan atau kecelakaan tanpa perlindungan yang cukup (Dewi, 2020). Hal ini m lenunjukkan 

adanya ketidakseim lbangan antara regulasi yang ada dengan im lplemlentasinya di lapangan 

Pengupahan dan Tunjangan 

Aspek pengupahan dan tunjangan bagi pekerja kontrak sangat penting untuk m lemlastikan 

bahwa m lereka dapat m lemlperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan. Berdasarkan ketentuan dalam l UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

pekerja kontrak berhak m lendapatkan pengupahan yang setara dengan pekerja tetap, serta 

tunjangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan dan pem lerintah. 

Pengupahan yang adil tidak hanya m lencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan lainnya seperti 

tunjangan transportasi, m lakan, dan tunjangan hari raya (THR). Nam lun, m leskipun ada 

peraturan yang m lengatur hal ini, dalaml praktiknya sering kali pekerja kontrak m lendapatkan 

upah yang lebih rendah daripada pekerja tetap, bahkan tidak m lendapat tunjangan yang setara 

(Aziz, 2022). 

Selain itu, pekerja kontrak berhak untuk m lendapatkan THR sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, yaitu dalam l jum llah penuh yang setara dengan pekerja tetap. Pem lberi kerja juga 

diwajibkan m lemlberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja kontrak yang telah bekerja 

lebih dari satu bulan, m leskipun m lasa kerjanya terbatas. Di lapangan, banyak pekerja kontrak 

yang tidak m lemlperoleh hak tersebut karena perusahaan beralasan bahwa m lereka hanya 

mlemliliki kontrak kerja yang terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang 

seharusnya diterapkan di dunia ketenagakerjaan, dim lana pekerja kontrak tidak boleh 

diperlakukan lebih buruk daripada pekerja tetap, terutam la terkait dengan hak pengupahan dan 

tunjangan yang m lerupakan hak dasar pekerja (Wahyuni, 2021). 

MLasalah terkait pengupahan dan tunjangan bagi pekerja kontrak juga berhubungan dengan 

kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Banyak pekerja yang tidak m lemlahamli hak-

haknya terkait pengupahan dan tunjangan, sehingga m lereka tidak berani m lengajukan klaiml 

atau pengaduan. Oleh karena itu, peran pengawasan yang lebih ketat dari instansi 

ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk m lemlastikan bahwa pekerja kontrak m lenerimla hak-
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hak m lereka dengan adil. Pengawasan ini juga harus m lencakup pem lberian sanksi kepada 

perusahaan yang tidak m lemlatuhi ketentuan pengupahan dan tunjangan yang telah ditetapkan 

oleh pemlerintah (Yusuf, 2020). 

 

4. PEMLBAHASAN 

Analisis Regulasi UU Ketenagakerjaan: UU No. 13 Tahun 2003 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan m lerupakan dasar hukum l 

utamla yang m lengatur hubungan kerja antara pekerja dan pem lberi kerja di Indonesia, term lasuk 

pengaturan m lengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dalam l UU ini, terdapat 

ketentuan-ketentuan yang m lenjamlin hak-hak pekerja dan kewajiban pem lberi kerja dalaml 

sisteml kontrak kerja. Salah satu ketentuan penting dalam l UU ini adalah pengaturan durasi 

kontrak kerja yang hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sem lentara dan 

tidak untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dengan dem likian, pekerja kontrak diharapkan tidak 

terjebak dalaml ketidakpastian pekerjaan dalam l jangka waktu yang terlalu panjang, dan 

perusahaan diwajibkan untuk m lengontrak pekerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang 

jelas dan terukur (Fitria, 2022). 

Selain itu, UU Ketenagakerjaan juga m lengatur hak-hak pekerja kontrak yang seharusnya 

tidak dibedakan dengan pekerja tetap dalam l hal pengupahan, waktu kerja, serta hak atas 

jamlinan sosial dan kesehatan. Pekerja kontrak berhak atas upah yang layak, tunjangan, cuti, 

serta hak-hak normlatif lainnya. Pem lberi kerja juga diwajibkan untuk m lem lberikan jamlinan 

sosial m lelalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta m lemlberikan kom lpensasi 

yang adil apabila kontrak berakhir, term lasuk uang pesangon dan uang penghargaan m lasa kerja. 

Namlun, mleskipun UU ini m lemlberikan perlindungan, dalam l praktiknya banyak pekerja kontrak 

yang tidak m lendapatkan hak-hak ini karena pengawasan yang tidak mlemladai, serta 

ketidaktahuan pekerja m lengenai hak-hak mlereka (Pratam la, 2020). 

UU Cipta Kerja: Fleksibilitas dalaml Kontrak Kerja 

Pada tahun 2020, pem lerintah Indonesia m lengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang 

mlemlbawa sejum llah perubahan signifikan dalam l dunia ketenagakerjaan, term lasuk terkait 

dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Salah satu perubahan penting yang 

diperkenalkan dalaml UU Cipta Kerja adalah fleksibilitas yang lebih besar dalam l durasi kontrak 

kerja. UU Cipta Kerja m lemlungkinkan pem lberi kerja untuk m lemlperpanjang kontrak PKWT 

lebih dari dua kali tanpa perlu m lengontrak pekerja tersebut m lenjadi pekerja tetap. Hal ini 

mlemlberikan keleluasaan bagi pem lberi kerja untuk m lenyesuaikan jum llah tenaga kerja sesuai 

dengan kebutuhan operasional perusahaan yang dapat berubah-ubah (Nugroho, 2020). 

MLeskipun bertujuan untuk m lemlberikan fleksibilitas bagi dunia usaha, perubahan ini 

berisiko m lengurangi perlindungan terhadap pekerja kontrak. Pekerja kontrak yang bekerja 

dalaml jangka waktu yang lam la dan terus-mlenerus m lemlperpanjang kontrak tanpa m lendapatkan 

kepastian status pekerjaan tetap, berisiko kehilangan hak-hak pekerja yang seharusnya 

diberikan kepada pekerja tetap, seperti hak atas tunjangan dan jam linan sosial yang lebih baik. 

Oleh karena itu, m leskipun perubahan ini m lemlberikan ruang bagi perusahaan untuk lebih 

fleksibel dalaml mlerekrut tenaga kerja, hal ini dapat berdam lpak pada pengurangan kepastian 

dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak (Husni, 2021). Regulasi baru ini m lenuntut adanya 

pengawasan yang lebih ketat untuk m lemlastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi 

mleskipun sisteml kontrak m lenjadi lebih fleksibel. 

Peraturan Turunan Terkait: PP No. 35 Tahun 2021 dan Perm len 

Untuk m lengatur lebih lanjut pelaksanaan hak-hak pekerja dan kewajiban pem lberi kerja 

dalaml sisteml kontrak kerja, sejum llah peraturan turunan diterbitkan, di antaranya Peraturan 

Pem lerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PP ini 

mlemlberikan rincian lebih lanjut mlengenai pengaturan perjanjian kerja, term lasuk batasan 

waktu kontrak, kewajiban perusahaan dalam l mlem lberikan hak-hak pekerja, serta prosedur 
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pemlutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja kontrak. PP ini juga m lengatur tentang hak 

pekerja kontrak untuk m lendapatkan jamlinan sosial, dan m lemlperjelas hak atas kom lpensasi 

apabila kontrak kerja berakhir. Dengan dem likian, PP No. 35 Tahun 2021 berfungsi sebagai 

peraturan pelaksanaan yang m lemlberikan pedom lan teknis bagi pem lberi kerja dan pekerja 

kontrak dalaml mlenjalankan ketentuan yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta 

Kerja (Saragih, 2022). 

Selain itu, Peraturan MLenteri Ketenagakerjaan (Perm len) juga dikeluarkan untuk 

mlengatur lebih lanjut hak-hak pekerja kontrak. Perm len ini mlencakup regulasi tentang 

mlekanismle penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, prosedur pendaftaran pekerja kontrak 

dalaml programl jamlinan sosial, serta prosedur pem lberian hak-hak norm latif bagi pekerja 

kontrak. MLeskipun sudah ada peraturan turunan yang m lengatur hal-hal tersebut, tantangan 

terbesar terletak pada im lplemlentasi di lapangan. Banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya 

patuh terhadap peraturan ini, dan pekerja kontrak yang tidak terdaftar dalam l programl jamlinan 

sosial atau tidak diberikan hak-hak yang sesuai, sering kali tidak m lengetahui langkah-langkah 

yang harus diam lbil untuk m lendapatkan hak mlereka (Kurniawan, 2021). 

 

5. HASIL 

Praktik di Lapangan 

Praktik di lapangan m lenunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi 

yang ada dan kenyataan yang dihadapi oleh pekerja kontrak. M Leskipun sudah ada peraturan 

yang m lengatur hak-hak pekerja kontrak, banyak pekerja yang m lasih tidak m lendapatkan hak-

hak m lereka secara penuh, seperti upah yang layak, tunjangan, atau jam linan sosial. Salah satu 

permlasalahan utamla yang sering m luncul adalah ketidakpatuhan perusahaan terhadap 

kewajiban m lemlberikan upah yang setara dengan pekerja tetap. Dalam l beberapa kasus, pekerja 

kontrak hanya m lenerim la gaji yang jauh di bawah standar upah mlinimluml regional (UMLR), atau 

bahkan tidak m lendapatkan tunjangan lainnya seperti transportasi, m lakan, dan cuti. Hal ini 

terjadi karena banyak perusahaan yang m lenganggap bahwa pekerja kontrak tidak berhak atas 

hak-hak tersebut, m leskipun secara hukum l hak-hak ini tetap berlaku bagi pekerja kontrak yang 

bekerja lebih dari satu tahun (Yusuf, 2020). Ketidakjelasan dalam l penerapan regulasi ini 

mlenunjukkan bahwa m leskipun ada aturan yang jelas, pengim lplemlentasiannya di lapangan 

mlasih seringkali dilanggar. 

Selain itu, beberapa pekerja kontrak juga tidak terdaftar dalam l program l jamlinan sosial, 

seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang seharusnya m lenjadi hak m lereka. 

Banyak perusahaan yang m lenghindari kewajiban ini dengan alasan bahwa pekerja tersebut 

hanya bekerja dengan kontrak yang bersifat sem lentara. Padahal, UU Ketenagakerjaan dan 

peraturan turunan lainnya m lengatur dengan jelas bahwa pekerja kontrak berhak untuk 

mlendapatkan perlindungan jam linan sosial yang setara dengan pekerja tetap. Praktik seperti ini 

mlengindikasikan bahwa m leskipun sudah ada regulasi yang m lengatur perlindungan, m lasih ada 

banyak pekerja kontrak yang belum l mlerasakan m lanfaat dari peraturan tersebut (Pratam la, 

2020). 

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pengawasan oleh instansi terkait, seperti Kem lenterian Ketenagakerjaan dan Dinas 

Ketenagakerjaan di daerah, sangat penting untuk m lemlastikan bahwa pem lberi kerja m lemlatuhi 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang efektif akan m lemlastikan 

bahwa pekerja kontrak m lendapatkan hak-hak m lereka, seperti upah yang layak, jam linan sosial, 

dan tunjangan lainnya. Nam lun, pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia m lasih mlenghadapi 

berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan sum lber daya m lanusia dan dana untuk 

mlelaksanakan pengawasan secara m lenyeluruh. Banyak laporan yang m lenunjukkan bahwa 

pengawasan terhadap perusahaan yang m lenggunakan sistem l kontrak kerja m lasih kurang 
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optim lal, sehingga banyak pekerja kontrak yang tidak m lemlperoleh hak m lereka sesuai dengan 

yang diatur dalam l UU Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021 (Dewi, 2021). 

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pem lerintah daerah sering kali terbatas hanya 

pada perusahaan besar atau form lal, sem lentara banyak perusahaan kecil dan m lenengah yang 

mlenggunakan sistem l kontrak kerja untuk tenaga kerjanya tanpa m lendapatkan perhatian yang 

cukup. Kurangnya pengawasan terhadap sektor-sektor inform lal ini mlemlungkinkan terjadinya 

eksploitasi terhadap pekerja kontrak tanpa ada tindakan yang tegas dari pihak berwenang. Oleh 

karena itu, penting untuk m lemlperkuat pengawasan di tingkat daerah, term lasuk m leningkatkan 

kapasitas sum lber daya yang dim liliki oleh dinas ketenagakerjaan dan lem lbaga terkait (Husni, 

2021). 

MLekanismle Pengaduan dan Penyelesaian MLasalah 

MLekanism le pengaduan yang ada di Indonesia, seperti yang disediakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan, Om lbudsm lan, dan lemlbaga m lediasi ketenagakerjaan lainnya, harus 

dim lanfaatkan oleh pekerja untuk m lemlperjuangkan hak-hak m lereka. Lem lbaga-lemlbaga ini 

berfungsi untuk m lenam lpung laporan dan pengaduan dari pekerja yang m lerasa dirugikan oleh 

pemlberi kerja. Proses pengaduan ini m lemlberikan jalur hukum l bagi pekerja kontrak untuk 

mlenyelesaikan m lasalah yang dihadapi, seperti pelanggaran terhadap hak upah, tunjangan, atau 

pemlutusan hubungan kerja yang tidak sah. Nam lun, dalam l praktiknya, banyak pekerja yang 

enggan m lelapor karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengaduan atau ketakutan 

akan pemlbalasan dari pem lberi kerja (Aziz, 2022). 

Di sisi lain, m leskipun m lekanismle pengaduan sudah tersedia, proses penyelesaiannya 

sering kali berjalan lam lbat dan rumlit. Beberapa pekerja m lelaporkan bahwa m lereka harus 

mlenunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum l mlasalah mlereka dapat diselesaikan. 

Dalaml beberapa kasus, pekerja kontrak m lerasa bahwa pengaduan m lereka tidak diproses 

dengan serius oleh pihak terkait. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dalam l proses 

pengaduan dan penyelesaian sengketa sangat diperlukan untuk m lemlastikan bahwa pekerja 

kontrak dapat dengan m ludah mlemlperjuangkan hak-hak m lereka yang telah dilanggar 

(Kurniawan, 2021). 

Studi Kasus-kasus Aktual 

Studi kasus-kasus aktual yang ditem lukan di pengadilan atau m ledia m lemlberikan 

gamlbaran yang lebih jelas tentang im lplemlentasi perlindungan hukum l bagi pekerja kontrak. 

Sebagai contoh, dalaml beberapa kasus yang diungkapkan oleh m ledia, pekerja kontrak di sektor 

perbankan atau ritel sering kali tidak m lendapatkan hak-hak m lereka, m leskipun telah bekerja 

selamla bertahun-tahun dengan kontrak yang diperpanjang berkali-kali. Beberapa kasus 

mlengungkapkan bahwa perusahaan tidak m lemlberikan tunjangan hari raya (THR) atau jam linan 

sosial yang seharusnya m lenjadi hak pekerja kontrak. Salah satu kasus yang cukup m lencuat 

adalah sengketa antara pekerja kontrak dengan perusahaan transportasi besar yang m lenolak 

mlemlberikan pesangon setelah kontrak pekerja berakhir, m leskipun pekerja tersebut telah 

bekerja selamla lebih dari lim la tahun (Sari, 2021). 

Selain itu, kasus lainnya terkait dengan pekerja kontrak di sektor konstruksi yang tidak 

mlendapatkan jamlinan keselam latan kerja mleskipun berisiko tinggi terhadap kecelakaan. Dalam l 

beberapa kasus, pekerja kontrak m lengalamli kecelakaan kerja yang m lenyebabkan cedera serius, 

namlun perusahaan tidak m lemlberikan jamlinan kesehatan atau kom lpensasi yang sesuai. Kasus-

kasus seperti ini m lenunjukkan bahwa m leskipun ada ketentuan hukum l yang m lengatur hak-hak 

pekerja kontrak, im lplem lentasinya di lapangan m lasih jauh dari harapan. Oleh karena itu, 

perlunya perbaikan dalam l sisteml pengawasan dan penyelesaian sengketa sangat penting untuk 

mlemlastikan bahwa perlindungan hukum l bagi pekerja kontrak dapat terlaksana dengan lebih 

baik (Wahyuni, 2020). 

Kesenjangan Regulasi 



e-ISSN : 3048-1325, dan p-ISSN : 3048-4405, Hal. 68-79 
 

77        KONSENSUS – VOLUME 2, NO. 1, TAHUN 2025 
 
 

Salah satu kendala utam la dalaml pelaksanaan perlindungan hukum l bagi pekerja kontrak 

adalah adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan di tingkat pusat dan pelaksanaannya 

di tingkat daerah. M Leskipun UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya sudah m lengatur 

hak-hak pekerja kontrak secara jelas, sering kali terdapat perbedaan penafsiran antara regulasi 

yang diterapkan oleh pem lerintah pusat dan kebijakan yang diterapkan oleh pem lerintah daerah. 

Beberapa daerah cenderung lebih longgar dalam l mlengawasi perusahaan-perusahaan yang 

mlenggunakan pekerja kontrak, yang m lenyebabkan pekerja di daerah tersebut lebih rentan 

terhadap pelanggaran hak. Selain itu, dalam l beberapa pasal yang diatur dalam l UU 

Ketenagakerjaan, terdapat ketidakjelasan dalam l pem lahamlan terkait durasi dan jenis pekerjaan 

yang dapat m lenggunakan sistem l kontrak. Hal ini dapat dim lanfaatkan oleh perusahaan untuk 

mlemlpekerjakan pekerja kontrak dalam l jangka waktu yang sangat panjang tanpa m lemlberikan 

status tetap, yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh regulasi yang ada (Saragih, 2021). 

Kesenjangan ini juga diperburuk dengan adanya perbedaan antara im lplemlentasi regulasi 

di sektor form lal dan sektor inform lal. Sektor inform lal yang banyak m lengandalkan pekerja 

kontrak sering kali tidak terawasi dengan baik, sehingga pekerja kontrak di sektor ini lebih 

sering m lengalam li ketidakadilan dalam l hal pengupahan, jam linan sosial, dan hak-hak normlatif 

lainnya. Hal ini m lenunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di 

lapangan m lasih m lenjadi m lasalah yang perlu diperbaiki (Yusuf, 2022). 

Pengawasan yang Lemlah 

Pengawasan yang lem lah sering kali m lenjadi ham lbatan besar dalam l penegakan 

perlindungan hukum l bagi pekerja kontrak. MLeskipun terdapat ketentuan yang jelas dalaml UU 

Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, pengawasan yang tidak m lemladai m lemlbuat 

banyak perusahaan tidak patuh terhadap kewajiban hukum l yang telah ditetapkan. Salah satu 

mlasalah utamla adalah keterbatasan jum llah petugas pengawas ketenagakerjaan di daerah, yang 

mlengakibatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar m laupun kecil m lenjadi 

tidak m laksimlal. Dalaml banyak kasus, pekerja kontrak tidak dapat m lelaporkan pelanggaran 

terhadap hak m lereka karena kurangnya pem laham lan m lengenai prosedur pengaduan, atau 

bahkan takut akan tindakan pem lbalasan dari pemlberi kerja (Husni, 2021). 

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan daerah sering kali 

terbatas pada perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar secara resm li, sem lentara banyak 

perusahaan kecil dan m lenengah yang juga m lengandalkan pekerja kontrak tidak diawasi dengan 

baik. Hal ini m lemlbuka celah bagi pelanggaran hak-hak pekerja kontrak yang terus terjadi tanpa 

adanya tindakan yang tegas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawasan dan 

keterlibatan yang lebih aktif dari lem lbaga ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk 

mlemlastikan bahwa perusahaan m lemlatuhi regulasi yang ada dan pekerja kontrak m lendapatkan 

hak-hak mlereka (Dewi, 2021). 

Kurangnya Pemlahamlan Pekerja 

MLasalah lain yang sering dihadapi oleh pekerja kontrak adalah kurangnya pem lahamlan 

mlereka mlengenai hak-hak yang seharusnya m lereka terim la. Banyak pekerja kontrak yang tidak 

sepenuhnya m lemlahamli ketentuan-ketentuan dalam l UU Ketenagakerjaan atau PP No. 35 Tahun 

2021 yang m lengatur hak m lereka, seperti hak atas upah yang layak, jam linan sosial, serta hak-

hak lainnya yang setara dengan pekerja tetap. Ketidaktahuan ini sering kali m lemlbuat pekerja 

kontrak mlenerimla kondisi kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti upah 

yang lebih rendah dari yang seharusnya atau tidak diberikan hak cuti. Hal ini m lenunjukkan 

bahwa pekerja kontrak rentan dieksploitasi oleh pem lberi kerja yang tidak bertanggung jawab 

(Pratamla, 2020). 

Kurangnya pem laham lan ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan kepada pekerja m lengenai hak-hak ketenagakerjaan. Tanpa adanya 

sosialisasi atau pendidikan hukum l yang m lemladai, pekerja kontrak sering kali tidak mlenyadari 

hak-hak yang seharusnya m lereka peroleh. Oleh karena itu, penting bagi pem lerintah dan 
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organisasi buruh untuk m leningkatkan upaya sosialisasi m lengenai hak-hak pekerja kontrak agar 

mlereka dapat lebih terlindungi dan tidak terjebak dalaml eksploitasi yang m lerugikan (Aziz, 

2022). 

Praktik Perusahaan yang Tidak Sesuai 

Beberapa perusahaan m lasih m lelakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja kontrak 

mleskipun telah ada regul asi yang m lengaturnya. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah 

mlemlpekerjakan pekerja kontrak lebih dari lim la tahun tanpa m lemlberikan status karyawan tetap. 

Sesuai dengan ketentuan dalam l UU Ketenagakerjaan, PKWT hanya boleh digunakan untuk 

pekerjaan yang bersifat sem lentara atau proyek tertentu, dan pekerja kontrak yang terus-

mlenerus diperpanjang kontraknya tanpa alasan yang jelas seharusnya berhak m lemlperoleh 

status pekerja tetap. Nam lun, banyak perusahaan yang sengaja m lemlperpanjang kontrak pekerja 

kontrak tanpa m lemlberikan kepastian status, sehingga pekerja tersebut tidak m lemlperoleh hak-

hak penuh seperti yang diterim la oleh pekerja tetap, seperti jam linan sosial, tunjangan, atau 

pesangon setelah kontrak berakhir (Sari, 2021). 

Selain itu, beberapa perusahaan juga m lasih m lengabaikan kewajiban untuk m lendaftarkan 

pekerja kontrak dal aml program l jamlinan sosial, mleskipun hal ini sudah diatur dengan jelas dalam l UU 

Ketenagakerjaan. Akibatnya, pekerja kontrak tidak m lendapatkan perlindungan sosial yang 

mlemladai, seperti asuransi kesehatan dan jam linan kecelakaan kerja. Praktik sem lacaml ini 

mlenunjukkan bahwa m leskipun terdapat ketentuan hukum l yang tegas, penerapannya di 

lapangan m lasih sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan dan pengawasan yang 

dilakukan oleh instansi terkait (Husni, 2021). 

 

6. KESIMLPULAN 

Secara keseluruhan, perlindungan hukum l bagi pekerja kontrak di Indonesia telah diatur 

dengan jelas dalaml regulasi seperti UU Ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021. M Leskipun 

ada upaya yang cukup besar dari pem lerintah untuk m lemlberikan perlindungan yang adil bagi 

pekerja kontrak, praktik di lapangan m lenunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan 

imlplemlentasinya. Banyak pekerja kontrak yang belum l sepenuhnya m lendapatkan hak-hak 

mlereka, seperti upah yang layak, jam linan sosial, dan tunjangan lainnya, karena pengawasan 

yang lem lah, kurangnya pem lahamlan pekerja m lengenai hak-hak m lereka, serta praktik 

perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala-kendala seperti 

perbedaan penafsiran antara regulasi pusat dan daerah, serta ketidaksesuaian praktik 

perusahaan, m lenjadi tantangan utam la dalaml mlewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh 

karena itu, diperlukan peningkatan dalam l pengawasan ketenagakerjaan, sosialisasi hak-hak 

pekerja, serta penegakan hukum l yang lebih tegas agar pekerja kontrak dapat benar-benar 

mlerasakan m lanfaat dari regulasi yang ada. M Lelalui perbaikan ini, diharapkan kesejahteraan 

pekerja kontrak dapat terjam lin secara lebih adil dan m lerata di seluruh sektor industri di 

Indonesia. 
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